
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang jumlahnya 

terbatas dan disediakan untuk manusia serta makhluk ciptaan Tuhan 

lainnya sebagai tempat kehidupan dan sumber kehidupan.  Tanah 

mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. 

Tanah sebagai ruang merupakan wahana yang harus dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Kesejahteraan dan penghidupan yang layak mungkin hanyak hayalan 

dan impian saja bagi penduduk negeri yang di juluki jamrudk hatulistiwa 

ini. Betapa tidak, keadaan dan kehidupan rakyatnya masih sangat jauhdari 

kata tenang dan sejahtera. Berbagai macam permasalahan yang 

melibatkan rakyatny asering terjadi dan ironisnya tidak ada pembelaan 

dari pemerintah untukrakyatnya sendiri. 

Pernyataan di atas bukan tanpa alasan, banyak fakta terkait yang bisa 

merepresentasikan pernyataan di atas, misalnya kasus yang akhir-akhir ini 

muncul dalam pemberitaan berkaitan dengan sengketa tanah. Ternyata, 

kasus sengketa tanah ini tidak hanya terjadi saat ini saja tapi sudah dari 

dulu.
1
 

                                                             
1 Elis’S ‚Pandangan Komprehensif Syariah Islam : Kritik Tentang Sengketa Tanah ‚ dalam 

Http://www.hujansenjaitu.blogspot.com. diakses pada 12 Juli 2014. 
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Oleh karena itu dalam Hukum Islam tanah diberikan oleh Allah SWT 

secara langsung maka penggunaannya tidak boleh sembarangan, yaitu 

harus sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. 

Sebagaimana dalam Qs. Al A’raaf ayat 128 yamg berbunyi: 

                         

               

Artinya:  

Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang 
baikadalahbagi orang-orang yang bertakwa.2 
 

Didalam  Undang-undangNomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya termaktub satu 

ketentuan akan adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki 

tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya  (pasal 9 ayat 2).
3
 

Syariah Islam telah menetapkan hukum-hukum khusus terkait lahan 

pertanian. Yang terpenting adalah hukum kepemilikan lahan. 

Bagaimanakah seorang petani dapat memiliki lahan?  

Syariah Islam menjelaskan bahwa ada beberapa mekanisme hukum 

untuk memiliki lahan yaitu: 

1. melalui jual-beli 

2. melalui waris 

3. melalui hibah 

                                                             
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Rilis Grafika,  2009), 165. 
3Boedi Harno, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undng N0. 5 tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, Cet. 

Keduabelas, 2008), 547 dan 552. 
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4. melalui menghidupkan tanah yang mati 

5. melalui tahjir (membuat batas pada suatu lahan)
4
 

Jual beli dalam hukum Islam dalam buku ‚ Fiqih Islam‛ yang di tulis 

oleh H. Sulaiman Rasjid, penerbit  Sinar Baru Algensindo, Bandung tahun 

2010 menjelaskan Dasar Hukum  jual beli dalam Hukum Islam sendiri 

dijelaskan dalam  surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ   وَأَحَلَّ اللََّّ

Artinya: 

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.5 
 

 Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah mmenuhi rukun dan 

syarat antara lain : a. Bai’ (penjual), b. Musthari (pembeli), s}ighat} (ijab 

dan qabul) dan Ma‘qud (benda atau barang yang diperjualbelikan).
6
Lebih 

khusus lagi adalah shighat (ijab qabul), dalam ijab dan qabul adalah 

adanya bukti perktaan baik lisan maupun tulisan dalam hal ini jual beli 

harus ada  ataupun catatan khusus mengenai adanya jual beli 

tersebut,bukti keabsahan minimal yaitu tanda terima kwitansi, selain 

perkataan dalam bentuk lisan dan tulisan, harus ada pula saksi yang 

menegtahui adanya transaksi jual beli
7
, secara tegas dalam firman Allah  

 

 

                                                             
4 Elis’s ‚Pandangan Komprehensif Syariah Islam : Kritiktentang Sengketa Tanah ‚ dalam 

Http://www.hujansenjaitu.blogspot.com, diakses paa 12 Juli 2014. 
5 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 47. 
6 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001), 76 
7  Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islamdi 
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Cet. 14, 2007), 138. 

http://www.hujansenjaitu.blogspot.com/
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QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

                            

        

 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar..8 

 
Selain itu, Objek  yang diakadkan dalam jual beli adala benda atau 

barang ataupun tanah yang di jual belikan adalah milik sendiri.
9
 Dalam 

hukum positif yaitu hukum agraria dalam buku yang berjudul ‚ Pengantar 

Hukum Agraria,‛  yang ditulis Samun Ismaya, Penerbit Graha Ilmu, 

Yogyakarta, tahun 2011 menjelasakan, dimana dalam pasal 37 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan 

bahwa:  

peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang , hanya dapat didaftarkan, jika di buktikan dengan akta 

yang dibuat oleh PPAT yang berwenag menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 38 menjelaskan 

bahwa pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum yang bersangkutan  dan di saksikan oleh sekurang-

kurangnya 2 (0rang saksi) yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai 

saksi dalam perbuatan hukum itu.
10

 

 

                                                             
8Departemen Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 48. 
9Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001), 79 - 84. 
10Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), 77-79. 
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Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana 

bunyinya :‚jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, 

seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang 

kebendaaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar.‛ 
11 

Dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas jelas 

bahwa dengan adanya jual beli hak atas tanah belum berpindah, 

berpindahnya setelah adanya balik nama. Dengan memperhatikan 

rumusan yang terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu bentuk 

perjanjian yang melahirkan kewajibanatau perikatan untuk memberikan 

sesuatu. Dengan ketentuan yang demikian jual beli dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat 

mengenai benda yang dijual belikan, demikian harganya, sekalipun benda 

yang menjadi obyek jual beli belum diserahkan dan harganya belum 

dibayar. Hak milik atas tanah yang menjadi obyek jual beli baru dapat 

beralih kepada pembeli sebagai pemilik tanah yang baru jika dilakukan 

penyerahan yuridis yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudiandidaftarkan di Kantor 

Pertanahan setempat. 

Namun pada kenyataannya jaminan kepastian hukum terhadap warga 

negara dalam memiliki tanah tidak sesuai dengan janji pemerintah yang 

                                                             
11R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pratnya 

Paramita, Cet. 37, 2006), 366. 
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terkandung pada Undang-undang Nomor  5  Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), adanya permainan dan 

strategi dalam penguasaan tanah orang lain serta didukung pejabat-

pejabat pemerintah sekitar untuk mendapat keuntungan pribadi. Sehingga 

terjadinya sengketa dikemudian hari, dalam hal ini sering terjadinya 

sengketa tanah di beberapa daerah di indonesia. 

Berikut adalah kasus sengketa tanah yang terjadi di keputih di JL. 

Keputih 67, Sukolilo Surabaya, berawal dari :Bapak H. Harun Rosyid 

yang mempunyai istri Hj. Mu’minah, keudian Bapak H. Harun Rosyid 

wafat tahun 1968, beliau meninggalkan putra dan putri sebanyak 6 orang 

anak yaitu:H. Masyhudi, Ruchana (Almarhum, meninggal tahun 1994), 

Drs. Mukarrom, Rubaiyah, Siti Saudah dan Nurus Salam. 

Penjelasan singkat  tentang tanah tambak yang diserobot persil 67 

yaitu di mana tanah milik Ibu Hj. Mu’minah persil 67 luas 14.100 m
2
, 

yang dserobot oleh Bapak H. Nurkhasan. Terjadi pada tahun 

1997/1998.Setelah itu bapak H. Nurkahasan meninggal dunia, tanah 

tersebut kemudian dijual oleh ahli waris Bapak H. Nurkhasan yaitu H. 

Abd. Rochim kepada H. Mustofa/ Bapak Topo dia meninggal dunia, 

terjadi pada tahun 1990/1991. Perlu diketahui bahwa H. Abd. Rochim 

Menjual tanah tersebut karena dia sudah mengetahui riwayat tanah 

tersebut, bahwa Bapak H. Nurkhasan menyerobo tanah milik ibu Hj. 

Mu’minah. Ahli waris dari bapak H. Nurkhasan yaitu mengatakan bahwa 

bapaknya tidak menyerobot atau mencuri tanah tambak milik ibu Hj. 
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Mu’minah tetapi bapak memperoleh tanah tersebut dari membeli, tapi 

membelinya di bapak lurah yaitu bapak Abd. Salam, anehnya lagi dalam 

transaksi tersebut tidak ada saksi mapun bukti kwitansi yang 

menunjukkan peralihan hak milik. Setelah tanah itu dimiliki H. Mutofa / 

Bapak Topo meninggal dunia, pasca H. Mustofa / Bapak Topo meninggal 

dunia dan dia tidak memiliki ahli waris, tanah tersebut tiba-tiba berpindah 

ke Bapak H. Hadori, selang beberapa bulan kemudian berpindah lagi ke 

Bapak H. Ahmad Yani terjadi pada tahun 2000. Paca perpindahan 

tersebut H. Yani langsung melakukan alih fungsi lahan untuk menguruk 

tanah tambak tersebut untuk dijadikan lahan bisnis, jual beli tanah 

kavling.
12

 

Berdasarkan uraian di atas dan  sesudah wawancara, melihat 

kesenjangan sosial karena tidak berlakunya perlindungan hukum pada 

kasus tersebut, penulis menyimpulkan dengan menidaklanjuti untuk 

penelitian dengan Judul Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bersengketa (Studi Kasus Tanah Tambak 

di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya). 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis 

paparkan beberapa masalah yag teridentifikasi, antara lain: 

1. Hukum Islam tentang tanah 

2. Faktor-faktor terjadinya sengketa tanah 

                                                             
12M. Amirul Mumtaz,  Wawancara, Surabaya, 03 April 2014. 
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3. Mekanisme jual beli tanah tambak yang bersengketa di JL. Keputih 

67, Sukolilo Surabaya 

4. Mekanisme usaha pemilik tanah tambak dalam menyelesaikan jual 

beli tanah tambak yang bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo 

Surabaya 

5. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli tanah 

tambak yang bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya 

Mengingatbanyaknyapermasalahan yang adadan mengingat waktu 

penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut : 

1. Mekanisme jual beli tanah tambak yang bersengketa di JL. Keputih 

67, Sukolilo Surabaya. 

2. Mekanisme usaha pemilik tanah tambak dalam menyelesaikan jual 

beli tanah tambak yang bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo 

Surabaya. 

3. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli tanah 

tambak yang bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas yang susdah di identifikasi dan di batasi 

permasalahannya yang akan di teliti maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme jual beli tanah tambak yang bersengketa di JL. 

Keputih 67, Sukolilo Surabaya? 

2. Bagaimana mekanisme usaha pemilik tanah tambak dalam 

menyelesaikan jual beli tanah tambak yang bersengketa di JL. Keputih 

67, Sukolilo Surabaya? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam dan positif terhadap jual beli tanah 

tambak yang bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya? 

 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. 

Berdasarkan penulusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya antara lain: pertama skripsi dengan judul 

Penyelesaian Konflik Jual Beli Tanah Hak Adat dengan Sistem Beli 

Paksa Di Desa Kali Amin Prafi Manokwari Papua Dalam Perspektif 

Hukum Islam oleh Muhammad kosim padaahun 2006. Dalam penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa Penyelesaian konflik Jual Beli Tanah Hak 

Adat dengan Sistem Beli Paksa Di Desa Kali Amin Prafi dilakukan oleh 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

 
 

kepala suku dengan beberapa ketentuan  tidak lain  hanya untuk 

mencegah terjadinya perang suku antara kedua belah pihak . Tanah hak 

adat itu dimiliki oleh dua bersaudara yang telah di jual kepada pihak lain 

suku dan diminta kembali oleh pihak pemilik yang lain. Dalam 

penyelesaian konflik ini kepalan suku memberi ketentuan,  anatara lalin: 

a. Ganti rugi dibayar dengan sejumlah uang yang lebih murah 

dibandingkan pembayaran pada saat membeli dulu. 

b. Membayar uang sewa penggunaan tempat tinggal selam pembeli 

menggunakan tempat tinggal  pemilik. 

Dari uraian ketentuan di atas maka mengambil kesimpulan bahwa 

jual beli Tanah Hak Adat dengan Sitem Beli Paksa Di Desa Kali Amin 

Prafi Manokwari Papua tidak sah, selain karena di dalam hukum Islam 

dilarang jual beli dengan paksaan, juga karena pembayaran ganti rugi 

tidak sesuai  dengan jumlah yang dikeluarkan  oleh pembeli dan tidak ada 

pembayaran uang sewa.
13

 

Kedua, skripsi dengan judul Analisis Yuridis Jul Beli Tanah Tanpa 

Akta PeJabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pendaftarn Tanah Di 

Kota Bekasi oleh Nurul Aini pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut 

di simpulkan bahwa status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta 

PPAT di tinaju oleh KUH Perdata tetap sah berdasarkan kuitansi jual beli, 

jadi hak miliknya berpindah dari penjual kepada pembeli, apabila jual beli 

                                                             
13 Muhammad Kosim, Penyelesaian Konflik Jual Beli Tanah Hak Adat dengan Sistem Beli Paksa 
Di Desa Kali Amin Prafi Manokwari Papua Dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi pada jurusan 

Muamalah, fakultas Syariah, Institiut Agama Islam Negeri surabaya, 2006. 
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itu memenuhi syarat-syarat materil (baik yang mengenai penjual, pembeli 

mapun tanahnya),). Akan tetapi jual beli yang dilakukan tanpa PPATtidak 

dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan karena tidak adanya Akta Jual 

Beli. Namun menurut UUPA status jual beli yang dilakukan tidak 

dihadapan PPAT dianggap tidak sah karena tidak memiliki Akta Jual beli,   

sehingga tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahn untuk 

mendaftarkan sertipikat.
14

 

Dari paparan kedua peneliti di atas belum ada yang membahas secara 

khususus memenai analisi hukum islam dan hukum positif terhadap jual 

beli tanah tambak yang bersengketa, sehingga berbeda  dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulisi. Oleh karena itu penulis ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut demgam judul Analisis Hukum Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bersengketa (Studi Kasus Tanah 

Tambak di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya). 

 

E. Tujuan peelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tuuan utama penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli tanah tambak yang 

bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya. 

                                                             
14 Nurul Aini, Analisi Yuridis Jul Beli Tanah Tanpa Akta PeJabat Pembuat Akta Tanah Dalam 
Proses Pendaftarn Tanah Di Kota Bekasi, Skripsi pada Program Kekhususan Hukum Perdata, 

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2013. 
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2. Untu mengetahui mekanisme usaha pemilik tanah tambak dalam 

menyelesaikan jual beli tanah tambak yang bersengketa di JL. Keputih 

67, Sukolilo Surabaya. 

3. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam dan positif terhadap jual 

beli tanah tamabak yang bersengketa di JL. Keputih 67, Sukolilo 

Surabaya. 

 

F. Kegunaan penelitian 

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai 

tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak 

untuk dua aspek yaitu ; 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan berguna bagi pembangunan ilmu penegetahuan 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penegmbangan 

pemahaman studi hukum Islam mahsiswa fakultas syari’ah dan 

ekonomi Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi muamalh 

pada khususnya. 

2. Secara Praktis 

Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi 

peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih 

sempurna. 
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G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap 

istilah yang dimaksud dalam judul Analisis Hukum Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bersengketa (Studi Kasus Tanah 

Tambak di JL. Keputih 67, Sukolilo Surabaya),  maka perlu dijelaskan 

istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul 

penelitian ini, sebagai berikut : 

Hukum Islam :Kajian hukum yang akan dijadikan 

sebagai tinjauan umum dalam 

pemabahasan penelitian ini. Dalam 

hal ini adalah fiqih muamalah dan 

kajian-kajian hukum Islam tentang 

pejelasan jual beli. 

Hukum Positif :Hukum Agraria, Undang-undang 

Nomor 5 tahun 1960 tentang 

Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan 

Kitab Umdang-Undang Hukum 

Perdata Bab Kelima, yang 

menjelaskan tentang jual beli tanah. 

Jual beli Tanah yang Berengketa : Dua orang atau lebih yang 

melakukan perjanjian tukar 

menukar benda atau barang dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 

 

 
 

hal ini Tanah Tambak, dimana 

dalam transaksi akd jual beli Tanah 

tambak tersebut tidak memenuhi 

persyaratan baik secara hukum 

Islam dan Hukum Positif dalam akd 

jual beli, sehingga pihak penjual 

tanah merasa dirugikan dan tidak 

mengaui adanya jual beli ataupun 

peralihan haknya kepada pihak 

pembeli.  

Tanah Tambak di Jl. Keputih 67,      : lokasi tanah yang bersengketa 

Surabya 

 

H. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

yuridis empiris yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu 

pada kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan uraian sebagai 

berikut.
15

 

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, 

dibutuhkan serangkain langkah yang sitematis. Lamgkah-langkah 

tersebut terdiri atas : 

                                                             
15 Nur Susanti. Praktek Jual Beli Tanah Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan 
Bae Kabupaten, TesisProgram Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas 

Diponegoro Semarang, 2008), 59. 
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1. Data yang dikumpulkan  

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan 

masalah yakni data tentang mekanisme jual beli tanah tambak yang 

bersengketa dan data yang ada laitannya dengan analisis hukum Islam 

dan hukum positif terhadap jual beli tanh yang bersengketa di Jl. 

Keputih 67, Sukolilo Surabaya. 

2. Sumber data  

Sumber data yanag akan di jadikan pegangan dalam penelitian ini 

agar mendapat data yang konkrit serta ada kaiytannya dengan 

masalah di atas meliputi: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitudata yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertama. 
16

 Dalam hal 

ini adalah dengan wawancra, sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah data yang langsung dari studi kasus tanah tambak  di 

jalan keputih 67, Sukolilo surabaya di mana dalam kasus ini ada 1 

pemilik tanah asli, 6 anak (ahli waris) dan 4 oang  yang mengaku 

sebagi pembeli tanah. 

b. Sumber data sekunder 

                                                             
16  Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 23, 

2012), 39 . 
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Sumber data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen.
17

 Selai itu juga literatur atau bahan 

pustaka yang yang berkaitan dengan penelitian ini, anara lain: 

1) Undang-undng N0. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria. 

2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

3) Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 

4) Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum 

dan Tata Hukum Islamdi Indonesia, 

5) Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria. 

6) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata. 

7) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti 

yang ada di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya. 

3. Teknik Pegumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di 

atas, dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode 

yaitu: 

a. Interview(wawancara) 

                                                             
17Ibid., 39. 
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Wawancara merupakan suatu jalan perbandingan dengan 

proses-proses lain, dimana tersangkut juga masalah komunikasi 

antar manusia.
18

 Teknik ini digunakan untuk menggali data atau 

informasi dar pemilik tanah aslinya, oarang yang mengaku 

sebagai pembeli dan ahli waris baik dari pemilik mapun pembeli 

tanh tambak persil 67 di Jl. Kepuh 67, Sukolilo Surabaya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengupulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.
19

 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi 

yaitu pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang 

berkaitan dengan jual beli tanah yang bersengketa. 

c. Observasi  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik obsevasi,  

bahwasannya penulis melakukan observasi pada kasus jual beli 

tanah yang bersengketa. 

4. Teknik Pengolahan data 

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagi segi 

                                                             
18  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers), 

Cet. 3, 2010), 221. 
19 M. Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87. 
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yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu denagn lainnya, 

keaslian, kejelsan serta relevansinyadengan permasalahn.
20

 

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-

data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunkansebagi 

sumber-sumber studi dokumentasi. 

b. Organizing,  yaitu mengatur dan menyusun data sumber 

dokumentasi sedemikian rupa seingga dapat memperoleh 

gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 

mengelompokkan data yang diperoleh.
21

 Dengan teknik ini, 

diharapkan penulis dapat memperoleh gambara tentang jual beli 

tang yang bersengketa si Jl. Keputih 67, sukolilo surabaya. 

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisi lanjutan terhadap 

hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari 

sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalili-

dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.
22

 

5. Teknik Analisis data 

Hasil dari pengumpulan dat tersebut akn dibahas dan kemudia 

dilakukan analisis secar kualitatif, yaitu yang mengahsilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditenukan.
23

 

                                                             
20 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Aksara, 1997), 153. 
21Ibid., 154. 
22Ibid., 195. 
23  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Surabaya: Airlangga university Press, 2001), 143. 
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a. Analisis Deskriptif 

Analisi deskriptif yaitu dengan cara menentukan dan 

mengarahkan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan 

metode dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau 

gambara mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan 

akurat menegenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.
24

 Metode ini digunaka untuk menetahui 

gambaran tentang jual beli tanah yang bersengketa di Jl. Keputih 

67, Sukolilo surabaya. 

b. Pola pikir Induktif. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara berfikir yang 

didasrkan pada rumusan-rumusan yang bersifat khusus. 

Sebagaimana dijelaskan Sutrisno Hadi bahwa berfikir induktif 

berangkat dari fakta-fakta khusus atau kongkrit kemudian 

peristiwa-peristiwa kongkrit tersebut ditarik generalisasiyng 

bersifat umum.
25

 Pola pikir ini berpijak pada teori-tepri jual beli, 

hukum positif  dan Undang-uandang tentang pertanahan. 

kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan tentang kasus jual 

beli tanah yang bersengketa di Jl. Keputih 67, Sukolilo surabaya. 

 

 

 

                                                             
24 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63. 
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.  
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I. Sistematika Pembahasn 

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah 

ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam 

penyususnannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada 

penelitian ini yang sisitematika sebagai berikut: 

 Bab pertama adalah berisi pendahuluan; terdiri atas latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaaaan penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua adalah membahas tinjauan umum tentang  jual beli dalam 

hukum Islam, Jual beli dalam hukum positif, ketentuan Undang-undang 

yang berkaitan dengan jual beli, penyelesaian sengketa tanah dalam 

hukum Islam dan hukum positif. 

Bab ketiga adalah merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis pada kasus jual beli tanha yang bersengketa 

di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya, yang berisi gambaran umum 

kawasan tanah tambak Keputih Sukolilo Surabaya, latar belakang 

kepemilikan tanah tambak yang bersengketa di Jl. Keputih 67, Sukolilo 

Surabaya, proses terjadinya kasus jual beli tanah tambak yang 

bersengketa, di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya dan usaha pemilik tanah 

tambak  di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya. 

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap Jual beli tanah 

yang bersengketa di Jl. Keputih 67, Sukolilo Suranaya, analisis hukum 
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positif terhadap jual beli tanah yang bersengketa di Jl. Keputih 67, 

sukolilo surabaya, analissis hukum Islam terhadap usaha pemilik tanah 

tamak di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya dan analissis hukum positif 

terhadap usaha pemilik tanah tamak di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya. 

Bab kelima adalah berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut 

penelitian yang diteliti oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


